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12. Peraturan Pemerip

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Nomor 7 Bahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telal. diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1977 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



19.

20.

21

22.

Peraturan Pemerip. Republik Indonesia Nomor 3 ~fahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dae. 2h kepada Pemerintah, Laporan Keteruhgan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5129);

+23. Peraturan Pemerintah Republik Indonésia Nomor 2 Tahin 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara

24.

25.

26.

27.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70
Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



28. Keputusan Menteri

¢erd Dalam Negeri Republik Indone~s
Pengangkatan Buj.

Nomor 131.14-3457 Tahun 2016 tentang
Rokan Hulu Propinsi Riau;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 97.494.050.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.079.110.808.615,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 317.773.339.840,00
Jumlah Pendapatan Rp.1.494.378.198.455,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 557.708.538.853,00
2. Belanja Bunga Rp.



3. Belanja Subsidi Rp. -
4. Belanja Hibah : Rp. 44.243.100.000,00
S. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.855.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil Rp. 7.840.931.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 145.875.215.000,00
8. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.716.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 762.238.784.853,00
b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 101.268.158.500,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 325.900.950.828,9§ ” -
3. BelanjaModal ~ Rp.  308.652.585.397,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 735.821.694.725,96
Jumlah Belanja Rp.1.498.060.479.578,96
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 3.682.281.123,96
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 3.682.281.123,96

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA/SIKPA) Rp. -



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD, Penerima Hibah dan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam
lampiran I, Lampiran Il dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

[ - _ . Pasal4’*f R L . U e

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Rokan Hulu.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan Dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Lampiran I  Peraturan Bupati Kabupaten
Rokan Hulu Tentang Penjabaran
APBD

Nomor : 13 Tahun 2016
Tanggal : 30 Mei 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URAIAN JUMLAH
URUT
1 2 3
1 PENDAPATAN 1.494.378.198.455,00
1o 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 97.494.050.000,00
Lolald HASIL PAJAK DAERAH 24.952.500.000,00
1.1, 2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 6.986.000.000,00
1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 3.507.000.000,00
1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 62.048.550.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.079.110.808.615,00
12l BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK 209.662.177.615,00
L2 DANA ALOKASI UMUM 641.114.579.000,00
14 203 DANA ALOKASI KHUSUS 228.334.052.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 317.773.339.840,00
1.3.3 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 79.461.596.000,00
1.. 3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 145.106.263.840,00
1.3.6 BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH 93.205.480.000,00
2 BELANJA 1.498.060.479.578,96
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 762.238.784.853,00
70 1 BELANJA PEGAWAI 557.708.538.853,00
2.1.4 BELANJA HIBAH 44,243.100.000,00
2.1:5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.855.000.000,00
e BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN 7.840.931.000,00
DESA
T (W 2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , 145.875.215.000,00
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI
2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.716.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 735.821.694.725,96
2.2.1 BELANJA PEGAWAI 101.268.158.500,00
202 BELANJA BARANG DAN JASA 325.900.950.828,96
2.2.3 BELANJA MODAL 308.652.585.397,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.682.281.123,96)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.682.281.123,96
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.682.281.123,96
PEMBIAYAAN NETTO 3.682.281.123,96
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Pasir Pengaraian, 30 Mei 2016
Bupati Rokan Hulu
or
s (SUPARMAN)
RINGKASAN PENJABARAN APBD Halaman 1

pririfed by SimDd




NOMOR

Sebelumnya

URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
5.2, 3. 71 J01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 1.200.000.000,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik No. 030/DPKA/395/2015
5 2:3,73 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 1.865.624.900,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5.2.3.73.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 65.624.900,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 030/DPKA/395/2015
5.2.3.73.09 Belanja Mcdal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 1.800.000.000,00 Keputusan Bupati Rokan Hulu
Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga No. 030/DPKA/395/2015
Surya (PLTS)
5:2.3.74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2.066.774.000,00
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5.2.3.74.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 1.407.774.000,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
Pengadaanlnstalasi Gardu Listrik Distribusi No. 030/DPKA/395/2015
5.2.3.74.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 659.000.000,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik No. 030/DPKA/395/2015
5.2.3.80 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 52.640.000,00
Pengadaan Jaringan Telepon
5.2.3.80.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 52.640.000,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah No. 030/DPKA/395/2015
5.2.,3,82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan 9.350.000,00
Buku
B 2.4 382501 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan 8.000.000,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
Buku Ilmu Pengetahuan Umum No. 030/DPKA/395/2015
5.2.3.82.07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan 1.350.000,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
| Buku Ilmu Pengetahuan Praktis No. 030/DPKA/395/2015
5.2.3.84 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan 7.500.000,00
Barang-Barang Perpustakaan
5.2.3.84.07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan 7.500.000,00 Keputusan Bupati Rokan Hulu
Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara No. 030/DPKA/395/2015
5.2.3.85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan 467.500.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan
5.2.3.85.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan 467.500.000,00 | Keputusan Bupati Rokan Hulu
Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian No. 030/DPKA/395/2015
5.2.3.90 Belanja Modal BLUD 1.463.080.750,00
5.2.3.90.01 Belanja Modal BLUD 1.463.080.750,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.682.281.123,96)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.682.281.123,96
6.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 3.682.281.123,96
Anggaran Sebelumnya
61 L 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 3.682.281.123,96
Anggaran Sebelumnya
6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 3.682.281.123,96

PEMBIAYAAN NETTO

3.682.281.123,96

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN

0,00

Pasir Pengaraian, 30 Mei 20,16
Bupati Rokan Hulu

S

ARMAN)

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 13

prited By SimD3




KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4

2.01.2.0501.24.02.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 68.500.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.1.02 . g Honorarium Pegawai Hoqorerfﬁdak Tetap B - 68.500.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 440.037.500,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 253.837.500,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 85.000.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Qbat-Obatan 143.977.500,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 3.360.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.02.08 Belanja Alat Ternak 21.500.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan 15.000.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.500.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 84.000.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 84.000.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.450.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 7.850.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 5.600.000,00
2,01.2.05.01.24.02.5.2.2.10.07 Belanja sewa sound sistem 5.000.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 25.250.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.250.000,00
2.01.2.05.01.24.02.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 41.000.000,00
2.01.2.0501.24.02.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 41.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.276.076.900,00)
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NO. NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH
53 ;Z?Eadaan Ternak Kambing kelompok Timur Jaya dan Sohib Damai Ujung Batu Timur Kec. Ujung Kecamatan Ujung Batu 250,000,000.00
54 ;::gicri]aslrjlrg:rnak kambing Desa Bangun Purba Timur Jaya Kelompok Gunung Intan Jaya Kec. Kecamatan Bangun Purba 100,000,000.00

Dinas Perikanan dan Peternakan

2,685,312,000.00

JUMLAH

79,018,820,920.00

Pasir Pengaraian, 30 Mei 2016
J BUPATI ROKAN HULU(.
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Lampiran IV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

TENTANG PENJABARAN APBD
Nomor : 13 Tahun 2016
Tanggal : 30 Mei 2016

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH Rp.

1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa dari Keluarga Tidak Mampu (1 Tahun)  [KABUPATEN ROKAN HULU 200,000,000.00
5 Ti?:i:j)a Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Untuk Penyusunan Tugas Akhir (1 KABUPATEN ROKAN HULU 1,500,000.000.00
3 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kaum Duafa (1 Tahun) KABUPATEN ROKAN HULU 200,000,000.00
4 Belanja Bantuan Sosial Kepada Untuk Modal Kepada Keluarga Miskin (1 Tahun)|KABUPATEN ROKAN HULU 500,000,000.00
5 Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluaraga Korban Musibah (1 Tahun) KABUPATEN ROKAN HULU 375,000,000.00
6 HBL:a'I:?jlaéahnl;crLlj?n Santuanan Kepada Veteran/Pejuang Kemerdekaan Kab. Rokan KABUPATEN ROKAN HULU 50,000,000.00
2 Belanja Bantuan Santunan Kepada Keluarga yang Mengurus Akta Kematian (1 KABUPATEN ROKAN HULU 30,000,000.00

Tahun)

JUMLAH

2,855,000,000.00

Pasir Pengaraian, 30 Mei 2016
BUPATI ROKAN HULU ’—
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